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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka menyelaraskan penggunaan biaya ransum berlayar, menjamin 
penyediaan bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai yang bertugas di 
Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan 
menyesuaikan mekanisme pembayaran dengan ketentuan yang berlaku, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar 
Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 
17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Kepmenkeu 
RI 448/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah Permenkeu RI 65/PMK.01/2009, Permenkeu RI 
74/PMK.01/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 134/PMK.01/2010, 
Kepmenkeu RI 1205/KM.1/2009, Permenkeu RI 100/PMK.02/2010, Permenkeu RI 
110/PMK.05/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Kepada setiap Awak Kapal Patroli yang sedang bertugas berlayar berdasarkan Surat 
Perintah Berlayar (SPB) diberikan Biaya Ransum Berlayar. Selain diberikan Biaya Ransum 
Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Awak Kapal Patroli yang sedang 
bertugas berlayar berdasarkan Surat Perintah Berlayar (SPB) diberikan pula uang makan 
bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan. Awak Kapal Patroli 
yang tidak berlayar dan pegawai sarana operasi lainnya tidak diberikan Biaya Ransum 
Berlayar, kecuali uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-
undangan. Biaya Ransum Berlayar diberikan berdasarkan Surat Perintah Berlayar (SPB) 
dan daftar hadir pegawai. Biaya Ransum Berlayar dibebankan pada Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 
Keuangan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengawasi lebih lanjut pelaksanaan 
Peraturan Menteri Keuangan ini. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 
77/PMK.02/2007 tentang Pemberian Uang Lauk Pauk Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 2011. 

 

https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/77~PMK.02~2007Per.htm
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